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ABSTRAK 

Disertasi ini dilandasi adanya perangkat pengaturan perluasan zonasi jabatan 

Notaris di Indonesia. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hendaknya 

dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak 

menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan 

ketentuan formasi jabatan Notaris. Perumusan masalah yang dibahas di dalam 

disertasi ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan zonasi jabatan 

Notaris di Indonesia saat ini?, 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan 

zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 3) Bagaimana rekontruksi 

pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan melakukan 

penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang 

bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di 

masyarakat. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruktivisme. 

Pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia belum bisa mengatasi 

permasalahan tentang pemerataan penyebaran notaris. Permenkumham Nomor 27 

Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. 

Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu 

dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Kendala dan solusi dalam pengaturan 

perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia bahwa penempatan Notaris sudah 

sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja 

oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota 

besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, Untuk 

mengatasinya Pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. 

M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotarisan Pasal 5 jo Surat Keputusan 

No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, 

Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.  

Rekontruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis 

nilai keadilan. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang 

berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau 

kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga 

masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya 

masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil. 

Kata kunci: Rekonstruksi,  Zonasi Jabatan Notaris, Nilai Keadilan. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is based on the existence of a regulation on the expansion of 

zoning for notary positions in Indonesia. The provisions for the formation of a 

Notary's position as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position 

of Notary Public should be used as an additional requirement for the appointment 

of a Notary, so as not to create multiple interpretations between the terms of the 

appointment of a Notary and the provisions for the formation of a Notary's 

position. The formulation of the problems discussed in this dissertation are as 

follows: 1) How are the zoning arrangements for notary positions in Indonesia 

today ?, 2) What are the weaknesses of zoning arrangements for notary positions 

in Indonesia today ?, 3) How is the reconstruction of zoning arrangements for 

notary positions in Indonesia? Indonesia that is just ?. 

This study uses a socio legal approach, namely by conducting a reciprocal 

research between law and non-doctrinal institutions which is empirical / social in 

examining the legal principles that apply in society. The paradigm used in this 

research is the constructivism paradigm. 

The arrangement for the expansion of zoning for notary positions in Indonesia has 

not been able to solve the problem of equal distribution of notaries. 

Permenkumham Number 27 Year 2016 concerning Formation of Notary Positions 

and Determination of Regional Categories. The minister's authority to appoint 

notaries in certain areas / regions is limited according to the existing formation. 

Constraints and solutions in the arrangement of zoning for notary positions in 

Indonesia that the placement of Notaries is in accordance with their designation, 

due to the fact that the submission of work placements by Notaries is uneven, 

many Notaries ask for formations in big cities only, Notaries rarely apply for 

placements in small cities, To overcome this, the Government issued a regulation, 

namely Decree No. M.01.HT.03.01, Year 2003, Concerning Notaries Article 5 in 

conjunction with Decree No.M.01.HT.03.01, Year 2006 concerning Requirements 

and Procedures for Appointment, Transfer and Dismissal of Notaries. 

Reconstruction of zoning expansion arrangements for notary positions in 

Indonesia based on the value of justice. The ideal Notary Position Formation 

System is a system that succeeds in realizing good and correct distribution and 

distribution of notaries in every district or city according to the needs of the 

community so that people get maximum legal services, especially those in remote 

districts / cities. 
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